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Abstract

Purpose: This study aims to determine the impact of the

implementation of flexible working hours on motivation, satisfaction,

. and performance at the Secretariat General of the MPR RI
Methodology/approach: The type of research used is descriptive

qualitative, and the informants in the study were 4 people.

Results/findings: The employees of the Secretariat General of the

MPR RI have the same perception that the establishment of flexible

working hours can improve employee performance organizational

environment. The implementation of flexible working hours has a

positive impact on employee motivation, satisfaction and performance.

Conclusion: The implementation of flexible working hours has

Riwayat Artikel significant potential to improve the motivation, satisfaction, and
Diterima pada 20 Mei 2025 performance of Secretariat General of the MPR RI employees,
Revisi 1 pada 27 Mei 2025 although it requires careful management of the constraining factors.

Revisi 2 pada 4 Juni 2025 Limitations: This research only focuses on the implementation of
Revisi 3 pada 11 Juni 2025 flexible working hours that can affect employee motivation,
Disetujui pada 18 Juni 2025 satisfaction, and performance, and is limited to the scope of the

Secretariat General of the MPR RI.

Contribution: This research provides a deeper understanding of the
dynamics of flexible working hours implementation in the context of
government organizations in Indonesia, especially the Secretariat
General of the MPR RI, and offers practical recommendations for more
effective and adaptive policy development.
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1. Pendahuluan

Lingkungan kerja yang fleksibel merupakan cara bekerja yang ideal karena memungkinkan banyak
aktivitas kerja dilakukan tanpa hambatan ruang dan waktu. Dalam lingkungan kerja yang fleksibel,
karyawan dapat memilih kapan, di mana, dan berapa lama mengerjakan tugas terkait pekerjaan
(Mandalahi et al., 2024). Fleksibilitas ini mendorong peningkatan produktivitas karena karyawan dapat
bekerja pada waktu ketika mereka merasa paling fokus dan energik. Selain itu, fleksibilitas kerja juga
dapat meningkatkan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional, yang berdampak positif
pada kesejahteraan mental karyawan. Dengan demikian, organisasi yang menerapkan lingkungan kerja
fleksibel cenderung memiliki tingkat retensi karyawan yang lebih tinggi dan budaya kerja yang lebih
adaptif.
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Jam kerja yang fleksibel merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan produktivitas. Konsep jam
kerja fleksibel berarti memberikan kebebasan kepada pekerja untuk menentukan waktu kerjanya sendiri
selama 8 jam dalam 24 jam, tunduk pada batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
atau perjanjian kerja. Artinya, pekerja mempunyai hak untuk memutuskan kapan memulai dan
mengakhiri pekerjaan, asalkan mereka secara konsisten memenuhi jam kerja yang ditentukan,
menyelesaikan tugasnya, dan yang terpenting, melaksanakan acara eksternal. Hal ini juga sejalan
dengan pernyataan Wicaksono (2019) fleksibilitas waktu kerja merupakan suatu kebijakan yang
ditetapkan oleh manajer sumber daya manusia dan merupakan suatu pengaturan formal maupun
informal terkait dengan fleksibilitas yang ada di perusahaan.

Karyawan yang bekerja dengan jam kerja fleksibel umumnya melaporkan kepuasan kerja yang lebih
tinggi. Kepuasan kerja merupakan cerminan dari bagaimana perasaan karyawan tentang tempat kerja
mereka, termasuk apakah mereka bahagia atau tidak bahagia, nyaman atau tidak nyaman. Tingkat
kepuasan kerja akan diungkapkan oleh perilaku karyawan yang positif atau negatif (Luthfiana & Rianto,
2023). Kepuasan kerja secara otomatis menghasilkan komitmen tinggi dan meningkatkan kinerja
karyawan, sehingga menguntungkan perusahaan. Selain itu, fleksibilitas waktu kerja dapat mengurangi
tingkat stres dan kelelahan yang sering terjadi dalam sistem kerja konvensional. Dengan beban kerja
yang lebih mudah disesuaikan, karyawan dapat lebih fokus dan efisien dalam menyelesaikan tugas-
tugas mereka.

Menurut Hasibuan (2019), motivasi kerja ialah keadaan atau energi yang mendorong karyawan agar
mampu meraih tujuan organisasi perusahaan secara terarah atau terfokus. Sikap positif karyawan
terhadap situasi kerja meningkatkan motivasi mereka untuk bekerja, sehingga mencapai kinerja puncak.
Karyawan yang cukup termotivasi akan terdorong untuk meningkatkan kinerjanya. Penelitian Kasim
(2016) membuktikan, motivasi kerja memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
pegawai. Kinerja sendiri diartikan sebagai hasil yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas
yang sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Ada beberapa metode untuk menilai kinerja, seperti
skala penilaian grafik, peringkat alternasi, perbandingan berpasangan, dan distribusi paksa. Setiap
metode memberikan gambaran tentang kinerja individu atau kelompok berdasarkan standar tertentu.
Secara keseluruhan, kinerja berperan penting dalam menentukan keberhasilan organisasi, karena kinerja
yang baik mencerminkan produktivitas dan efisiensi yang tinggi (Erisusanto et al., 2025).

Penerapan jam kerja fleksibel di Setjen MPR RI dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja,
seperti peningkatan produktivitas dan berkurangnya stres. Namun, dampaknya juga akan bervariasi,
tergantung pada bagaimana jam kerja fleksibel diterapkan dan bagaimana karyawan beradaptasi dengan
perubahan. Untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan kebijakan yang jelas serta komunikasi yang
efektif antara manajemen dan karyawan. Pelatihan dan sosialisasi juga penting agar seluruh pegawai
memahami tujuan dan mekanisme fleksibilitas kerja. Dengan dukungan manajerial yang tepat,
fleksibilitas kerja dapat menjadi strategi yang berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Ketentuan jam kerja fleksibel di lingkungan Setjen MPR RI dimaksudkan untuk meningkatkan
produktivitas pegawai, memberikan kepastian hukum mengenai fleksibilitas kerja, dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik. Menurut M. Haris Purwa Priyambada, S.H., M.H. (Kabag SDM, Wawancara
Pribadi, 2025) Kebijakan jam kerja fleksibel di lingkungan Setjen MPR RI mulai berlaku sejak 1 April
2025. Sebelum diberlakukannya perubahan jam kerja fleksibel, jam kerja adalah pukul 08.00-16.30,
kecuali hari Jumat pukul 07.30-16.30. Di masa lalu, belum ada peraturan jam kerja yang fleksibel. Jika
pegawai terlambat masuk kerja atau pulang lebih awal sebelum jam kerja berakhir, pegawai akan
dikenakan hukuman pemotongan gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan selisih. Namun kini, setelah
jam kerja fleksibel, jika tidak masuk kerja atau pulang kerja tidak sesuai aturan, hukumannya hanya
potong tunjangan kinerja. Perubahan jam kerja di lingkungan Setjen MPR RI didasarkan pada Peraturan
Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 2 Tahun 2025 mengenai Pedoman Jam Kerja dan Pemberian
Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di lingkungan Setjen MPR RI.

Meskipun sejumlah penelitian telah dilakukan mengenai pengaruh jam kerja fleksibel terhadap kinerja,
motivasi, dan kepuasan kerja karyawan, sebagian besar studi tersebut berbasis pendekatan kuantitatif
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dan difokuskan pada sektor swasta atau perusahaan multinasional. Studi-studi ini cenderung
menghasilkan generalisasi melalui angka dan statistik, namun belum banyak yang mengeksplorasi
pengalaman subjektif dan makna yang dirasakan langsung oleh pegawai sektor publik, khususnya di
lembaga pemerintahan Indonesia seperti Setjien MPR RI. Lebih lanjut, penerapan jam kerja fleksibel
dalam konteks birokrasi pemerintah memiliki karakteristik unik, termasuk struktur organisasi yang
kaku, budaya kerja yang hierarkis, serta beban administrasi yang berbeda dengan sektor swasta. Namun,
belum terdapat cukup penelitian yang menyoroti bagaimana kebijakan fleksibilitas jam kerja diterima,
dipahami, dan dirasakan secara langsung oleh pegawai di lingkungan kerja seperti ini.

Selain itu, perubahan dinamika kerja pascapandemi COVID-19 mendorong banyak institusi publik
menerapkan sistem kerja fleksibel, namun belum banyak studi kualitatif yang mendalami dampak
transformasi ini terhadap aspek-aspek psikologis dan perilaku kerja karyawan, termasuk motivasi
intrinsik, kepuasan kerja harian, dan persepsi kinerja pribadi mereka. Dengan demikian, terdapat celah
penting dalam literatur berupa kebutuhan untuk mengeksplorasi secara mendalam perspektif,
pengalaman, dan persepsi pegawai Setjen MPR RI terhadap dampak jam kerja fleksibel, sebagai
kontribusi terhadap pemahaman kebijakan kepegawaian yang lebih manusiawi, kontekstual, dan
berbasis pengalaman nyata.

Penelitian ini memiliki urgensi praktis yang tinggi dalam konteks reformasi manajemen sumber daya
manusia di lingkungan birokrasi pemerintahan, khususnya di Setjen MPR RI. Seiring dengan
diterapkannya kebijakan jam kerja fleksibel sejak 1 April 2025, evaluasi atas dampaknya menjadi
sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar mendukung peningkatan kinerja,
bukan justru menurunkan disiplin atau efektivitas kerja. Dengan mengukur pengaruh jam kerja fleksibel
terhadap motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja pegawai, penelitian ini akan memberikan dasar
evidensial bagi pengambilan keputusan manajerial, baik dalam mempertahankan, memperbaiki, atau
bahkan mereplikasi kebijakan serupa di lembaga-lembaga negara lainnya.

Selain itu, penelitian ini penting secara praktis karena dapat mengidentifikasi potensi hambatan dalam
implementasi jam kerja fleksibel di sektor publik. Setiap organisasi birokrasi memiliki tantangan
tersendiri dalam hal budaya kerja, sistem pengawasan, serta orientasi pelayanan publik. Hasil penelitian
ini akan membantu merumuskan strategi komunikasi internal, pelatihan, serta sistem insentif yang
relevan agar fleksibilitas kerja tetap selaras dengan prinsip akuntabilitas dan profesionalisme dalam
pelayanan. Secara langsung, temuan penelitian ini dapat mendukung terciptanya lingkungan kerja yang
lebih adaptif dan seimbang, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur mengenai hubungan antara
kebijakan fleksibilitas kerja dan dinamika perilaku organisasi di sektor publik. Sebagian besar kajian
terdahulu mengenai jam kerja fleksibel lebih banyak dilakukan di sektor swasta atau perusahaan
multinasional, sementara konteks birokrasi pemerintahan memiliki karakteristik yang berbeda, seperti
sistem hierarki yang kaku, indikator kinerja yang kompleks, dan kepatuhan terhadap regulasi negara.
Oleh karena itu, penelitian ini akan memperluas pemahaman teoritis mengenai bagaimana fleksibilitas
waktu kerja mempengaruhi motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja dalam ranah institusi publik.

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

2.1 Pengertian Jam Kerja Fleksibel

Fleksibilitas didefinisikan oleh Allen, et al. (Mandalahi et al., 2024) sebagai peluang yang diberikan
organisasi kepada karyawannya terkait pilihan tempat dan waktu untuk bekerja. Flexible working hours
merupakan salah satu bentuk pengaturan kerja fleksibel yang memungkinkan karyawan menentukan
waktu mulai dan berakhirnya jam kerja mereka, selama total jam kerja yang telah disepakati tetap
terpenuhi. Pandiangan (2018) menuturkan, produktivitas dan kepuasan kerja akan meningkat apabila
lingkungan kerja mendukung kenyamanan, ketenangan, keamanan, serta terbebas dari gangguan fisik
seperti kebisingan, pencahayaan yang buruk, atau polusi, maupun gangguan psikologis seperti kurangnya
privasi bagi pekerja.
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Penerapan jam kerja fleksibel dapat memberikan ruang waktu yang lebih leluasa untuk memenuhi
kebutuhan pribadi terkait pekerjaan. Agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari, pengaturan
perubahan jam kerja perlu dikelola secara teratur oleh perusahaan bersama dengan pekerja. Jam kerja
fleksibel mencakup penyesuaian waktu kerja yang diinginkan, total durasi kerja, jadwal kerja, serta
pembagian tugas yang dilakukan (Pandiangan, 2018).

Flexitime (Jam Kerja Fleksibel) memberikan keleluasaan bagi karyawan untuk menyesuaikan waktu
kerja mereka berdasarkan preferensi pribadi, sehingga mereka dapat memilih jadwal yang selaras
dengan ritme kehidupan dan kebutuhan individu. Menurut Mungkasa (2020) terdapat tiga kategori
dalam sistem ini:

1. Fixed Working Hours, adalah sistem di mana pegawai diberi keleluasaan untuk memilih jadwal kerja
harian mereka, dengan ketentuan tetap memenuhi minimal 40 jam kerja per minggu sesuai ketentuan
perusahaan. Misalnya, perusahaan memberikan pilihan waktu kerja kepada karyawan, seperti 25%
pegawai bekerja pukul 07.00-15.00, 25% pukul 08.00-16.00, 25% pukul 09.00-17.00, dan sisanya
pukul 10.00-18.00.

2. Flexible Working Hours, adalah sistem kerja yang memberi kebebasan pada karyawan untuk
menentukan jam kerjanya sendiri, asalkan total jam kerja minimal 40 jam per minggu terpenuhi,
tanpa diwajibkan memiliki durasi kerja yang sama setiap harinya.

3. Variable Working Hours merujuk pada sistem kerja yang mensyaratkan kehadiran pegawai di kantor
pada jam-jam tertentu, namun tetap memberikan fleksibilitas untuk menentukan sisa jam kerja
secara mandiri. Misalnya, karyawan diwajibkan hadir di kantor antara pukul 10.00 hingga 14.00
setiap hari, sementara sisanya dapat dikerjakan secara remote untuk memenuhi total minimal 40 jam
kerja per minggu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa flexible working hours memberikan keleluasaan
lebih besar bagi pekerja dalam mengatur waktu kerja sesuai keinginan mereka. Hal ini memungkinkan
terciptanya keseimbangan antara kehidupan sosial dan pekerjaan, serta membantu meminimalkan
potensi konflik antara urusan keluarga dan tanggung jawab kerja. Selain itu, tingkat kepuasan dan
produktivitas kerja cenderung meningkat ketika karyawan diberikan kebebasan untuk menentukan
waktu mulai dan selesai bekerja.

2.2 Pengertian Motivasi

Manajemen sumber daya manusia pada hakikatnya mencakup serangkaian proses seperti perencanaan,
rekrutmen, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, hingga pemanfaatan tenaga kerja untuk mencapai
tujuan tertentu, baik yang bersifat individual maupun organisasi. Keberhasilan dalam menjalankan
sebuah perusahaan bisnis sangat bergantung pada sejauh mana efektivitas pengelolaan sumber daya
manusianya. Oleh karena itu, seorang manajer dituntut memiliki strategi yang mampu menjaga kinerja
dan kepuasan kerja karyawan, salah satunya melalui pemberian motivasi agar tugas dapat dijalankan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Motif dari kata Latin movere menunjukkan alasan, penyebab, atau alasan mengapa seseorang
melakukan sesuatu. Motivasi adalah proses yang bekerja paling baik dengan intensitas, arah, dan durasi
untuk menggerakkan orang menuju pencapaian tujuan mereka. Sebagaimana diketahui, motivasi
merupakan daya penggerak yang harus diperhatikan oleh setiap organisasi dalam menjalankan suatu
tugas guna mencapai hasil yang diinginkan (Jumani & Rianto, 2023). Motivasi terkait erat dengan
bagaimana mengarahkan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif guna meraih tujuan
yang sudah dibuat (Hasibuan, 2019). Menurut Mangkunegara (2017) terbentuknya motivasi yakni dari
sikap karyawan di perusahaan tatkala menjalani situasi kerja. Motivasi adalah kondisi atau energi yang
mendorong karyawan untuk bergerak dan berfokus dalam mencapai tujuan organisasi perusahaan.

Samsudin (2015) menyatakan bahwa motivasi adalah proses memberikan pengaruh atau dorongan dari luar
kepada individu atau kelompok kerja agar mereka bersedia melakukan hal-hal yang telah ditentukan.
Sedangkan Sunyoto (2015), menjelaskan motivasi kerja sebagai kondisi yang mendorong keinginan
seseorang guna melakukan aktivitas tertentu guna mencapai keinginannya. Fahmi (2019), juga
menjelaskan motivasi sebagai kegiatan perilaku yang bekerja pada usaha untuk mencukupi kebutuhan-
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kebutuhan yang diinginkan.

Berdasarkan definisi motivasi dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bsahwa motivasi merupakan
suatu kondisi atau situasi yang bertujuan untuk memengaruhi dan mendorong seseorang agar
melakukan tindakan tertentu demi memenuhi kebutuhan hidup sesuai keinginannya. Dengan adanya
motivasi dalam diri individu, akan lebih mudah untuk mengarahkan dan menggerakkan orang tersebut
melakukan hal-hal yang diharapkan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Karena motivasi setiap
individu berbeda-beda, hal ini menjadi tantangan bagi manajemen, sebab penurunan motivasi pada
karyawan dapat berdampak langsung pada menurunnya kinerja mereka.

2.3 Pengertian Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja merupakan penilaian positif atau negatif serta persepsi yang dimiliki oleh karyawan
terhadap pekerjaan yang mereka jalani (Mokalu, 2022). Hal ini mencerminkan perasaan senang atau
tidak puas yang dialami karyawan terkait pekerjaan mereka. Kepuasan kerja terbentuk dari evaluasi
individu terhadap kondisi di tempat kerja, termasuk pandangan mereka terhadap lingkungan kerja,
kinerja pribadi, serta apakah harapan mereka terpenuhi atau tidak. Saat seseorang merasa bahwa
tanggung jawabnya telah dijalankan dengan baik dan hasil kerjanya memuaskan, mereka cenderung
merasakan kepuasan. Sebaliknya, jika menghadapi kendala seperti kurangnya fasilitas kerja yang
memadai atau lingkungan kerja yang kurang mendukung, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan
terhadap pekerjaan.

Setiap individu tentu mengharapkan hasil positif yang memberikan manfaat melalui pekerjaannya.
Berbagai faktor memengaruhi seseorang dalam melaksanakan tugasnya, seperti kondisi lingkungan
kerja dan perasaan puas terhadap hasil yang dicapai. Menurut Bailey (2016), kepuasan kerja dan respons
individu terhadap pekerjaan memiliki suatu keterkaitan. Saat seseorang semakin nyaman dengan
lingkungan dan pekerjaannya, maka makin tinggi juga kepuasan yang dirasakan. Sebaliknya, rasa tidak
puas muncul ketika seseorang merasa bahwa lingkungan dan pekerjaannya tak membawa pengaruh
positif baginya. Bentley et al., (2018) menjelaskan bahwa kepuasan kerja biasanya merujuk pada tingkat
kecintaan seseorang terhadap pekerjaannya. Dari sudut pandang organisasi, kepuasan kerja yang baik
mampu meningkatkan kinerja karyawan, yang pada akhirnya berdampak positif pada hasil Perusahaan
(Na-Nan et al.,, 2020). Kepuasan karyawan sering dianggap sebagai faktor penting dalam
mempertahankan karyawan dan meningkatkan produktivitas. Karyawan yang merasa puas menjadi
kunci untuk meningkatkan produktivitas, responsivitas, kualitas kerja, serta layanan yang diakui.
Tingkat kepuasan kerja dipengaruhi oleh motivasi intrinsik dan ekstrinsik, kualitas pengawasan,
hubungan sosial dengan rekan kerja, serta keberhasilan atau kegagalan individu dalam pekerjaannya.
Ada keyakinan bahwa perilaku yang mendukung kesuksesan perusahaan lebih mungkin muncul
manakala karyawan mendapatkan motivasi yang baik, merasa memiliki komitmen atas organisasi, juga
memperoleh level kepuasan kerja yang tinggi melalui pekerjaannya (Paais & Pattiruhu, 2020).

Kepuasan kerja merupakan keadaan emosional karyawan dimana tidak ada persimpangan antara tingkat
gaji karyawan perusahaan dan tingkat gaji karyawan yang diinginkan. Kepuasan kerja karyawan
merupakan isu yang menantang bagi perusahaan karena bertanggung jawab atas kinerja karyawan baik
secara finansial maupun non finansial. Ini juga merupakan faktor penting bagi karyawan dan organisasi.
Apakah seseorang tetap tinggal di perusahaan atau mencari pekerjaan di tempat lain, kebahagiaan kerja
berdampak pada kinerja mereka (Putri, 2023). Kepuasan kerja juga bisa diartikan sebagai penyampaian
perasaan dari para karyawan yang dibuktikan dengan perasaan senang dan tingkah laku yang bernilai
baik atas pekerjaan yang dilakukannya, dimana mereka selalu nyaman dalam menjalankan tugasnya
sehingga bisa timbul rasa kebersamaan dan loyalitas yang tinggi terhadap organisasi (Riski &
Muslichah, 2020).

Hackman dan Oldham (Na-Nan et al., 2020) menyatakan bahwa kepuasan kerja mengacu pada tingkat
kebahagiaan karyawan terhadap tanggung jawab pekerjaannya. Kepuasan kerja menjadi indikator krusial
yang mencerminkan berbagai aspek psikologis; fisiologis; dan lingkungan kerja, serta berperan dalam
menjaga kestabilan emosi pekerja. Kepuasan kerja amat berpengaruh terhadap motivasi karyawan,
kemudian akhirnya berdampak pada produktivitas serta kinerja organisasi secara menyeluruh (Davidescu
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et al., 2020). Kepuasan kerja sangat dibutuhkan demi kesejahteraan tenaga kerja karena menggambarkan
bagaimana individu merespons pekerjaan mereka. Ketika kepuasan kerja tidak tercapai, hal ini diyakini
akan menimbulkan ketidakpuasan yang menyebabkan karyawan tidak mampu bekerja secara optimal.
Tenaga kerja yang merasa bahagia dan termotivasi menjadi kunci keberhasilan jangka panjang
perusahaan, dan kepuasan kerja di berbagai industri sangat berkaitan erat dengan tingkat motivasi
karyawan. Oleh karena itu, pentingnya kepuasan kerja ini tidak cuma bagi individu karyawan, melainkan
bagi pemberi kerja pula, sebab dapat menumbuhkan motivasi yang kemudian berkontribusi terhadap
peningkatan daya produksi serta pengurangan tingkat pergantian staf (Hee, 2019).

2.4 Pengertian Kinerja

Asal kata kinerja yakni istilah performance, dimana sering diartikan sebagai hasil atau prestasi kerja. Akan
tetapi, kinerja memiliki makna lebih luas, tidak cuma mencakup hasil akhir, melainkan juga proses
pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Menurut Wibowo (2018), kinerja mencakup pelaksanaan tugas serta
hasil yang didapat dari pekerjaan itu. Dapat dikatakan, kinerja berkaitan dengan apa yang dikerjakan dan
bagaimana cara melakukannya. Fattah (2017) menyatakan bahwa kinerja merupakan perilaku kerja, yaitu
tindakan yang dilakukan oleh karyawan. Sedangkan menurut Whitmore (dalam Uno & Lamatenggo,
2016), kinerja ialah pelaksanaan berbagai fungsi yang menjadi tanggung jawab seseorang. Secara
keseluruhan, kinerja dapat diartikan sebagai tindakan, pencapaian, atau kemampuan yang ditunjukkan
seseorang melalui keterampilan nyata yang dimilikinya.

Kaswan (2017) berpendapat, kinerja pegawai adalah cerminan dari perilaku karyawan di lokasi bekerja
yang merupakan implementasi dari keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan mereka, dan kemudian
berkontribusi pada pencapaian tujuan dari organisasi. Sementara itu, Rismawati & Mattalata (2018)
menyatakan bahwa kinerja adalah sebuah kondisi yang perlu dipahami serta dikonfirmasikan pada pihak
terkait guna mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai oleh suatu instansi sesuai dengan visi perusahaan,
serta untuk menilai dampak positif maupun negatif dari kebijakan operasional yang diterapkan.

Menurut Bintoro & Daryanto (2017), kinerja adalah kesanggupan individu maupun kelompok dalam
melaksanakan suatu kegiatan atau menyelesaikannya secara sempurna selaras dengan tanggung jawab
yang diemban, sehingga menghasilkan keluaran sesuai harapan. Disisi lain, Wirawan (2015)
mendefinisikan kinerja sebagai output yang diciptakan dari fungsi atau indikator sebuah pekerjaan/ profesi
dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Sutrisno (2018) menyatakan, kinerja karyawan adalah hasil kerja
yang dipandang lewat segi mutu, kuantitas, waktu kerja, juga kerjasama guna meraih sasaran yang sudah
ditentukan oleh organisasi.

Gagasan dari Rivai, Veithzal, dan Basri dalam (Sudaryo, 2018), kinerja merupakan kesiapan individu
ataupun kelompok dalam pelaksanaan sebuah kegiatan lalu menuntaskannya selaras dengan tanggung
jawab yang dimiliki, hasilnya pun sesuai dengan yang diharapkan. Mangkunegara (2015) menjelaskan
bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai oleh seorang pegawai, baik secara kualitas maupun kuantitas,
dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Sedangkan Prawirosentono
(2015) menyatakan bahwa kinerja ialah hasil kerja yang diperoleh oleh individu atau kelompok dalam
suatu organisasi, selaras dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai
tujuan organisasi secara sah, tanpa melenceng dari hukum, moral, maupun etika. Berdasarkan berbagai
teori yang sudah dijabarkan, kesimpulannya ialah kinerja karyawan merupakan hasil pekerjaan yang
berhasil diraih oleh individu dalam menjalankan tugas-tugasnya.

3 Metodologi Penelitian

Penelitian berperan sebagai sarana untuk kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dengan tujuan
mengungkapkan kebenaran secara metodis, konsisten, dan sistematis. Demi membuahkan data yang
valid, kajian ini memilih pendekatan kualitatif. Metode kualitatif mengharuskan pengumpulan data
yang mendalam, sehingga peneliti perlu melakukan observasi langsung serta wawancara mendalam
dengan informan yang memahami masalah atau objek yang diteliti. Wawancara dilakukan
menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Peneliti menyusun pertanyaan berdasarkan fokus
penelitian, yaitu pengaruh jam kerja fleksibel terhadap motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja pegawai.
Pertanyaan disusun secara terbuka agar informan dapat menjawab dengan narasi yang luas dan jujur.
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Setiap pertanyaan mengarah pada tema tertentu, seperti persepsi umum terhadap jam kerja fleksibel,
pengalaman pribadi, serta dampaknya terhadap pekerjaan dan organisasi, seperti bagaimana pandangan
pimpinan terhadap penerapan jam kerja fleksibel di lingkungan Setjen MPR RI?; apakah ada
pengaruhnya terhadap semangat kerja pegawai sejak diterapkannya jam kerja fleksibel?; bagaimana
kebijakan ini berdampak pada pola kerja dan kehadiran pegawai fraksi?; apakah jam kerja fleksibel
mempengaruhi output atau capaian kerja pegawai di fraksi?.

Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian deskriptif, dimana bertujuan untuk menjabarkan suatu
kondisi atau situasi secara rinci berlandaskan data yang diperoleh selaras dengan permasalahan yang
sudah ditentukan pada penelitian ini. Kualitatif deskriptif yang dipakai pada penulisan ini bermaksud
untuk mendeskripsikan permasalahan yang ada di lokasi penelitian dengan memaparkan mengenai
dampak penerapan jam kerja fleksibel dalam perspektif pegawai: studi kualitatif tentang motivasi,
kepuasan, dan kinerja di Setjen MPR RI.

Menurut Sugiyono (2019) dalam kajian kualitatif tidak memakai istilah populasi, namun oleh Spradley
diberi nama situasi sosial (social situation) dimana tersusun atas tiga elemen yakni: tempat (place); pelaku
(actors); serta aktivitas (activity), dimana interaksi ketiga elemen ini saling bersinergi.

Menurut Sugiyono (2019) sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti.
Sampel dalam kualitatif bukan dinamakan responden, melainkan sebagai narasumber atau partisipan;
informan; teman serta guru dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sampel juga tidak disebut dengan
sampel statistik, melainkan sampel teoritis, sebabf yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ialah
menghasilkan teori. Mengingat adanya keterbatasan waktu dan kesempatan dari peneliti, sehingga peneliti
akan mengambil informan dalam penelitian sejumlah 5 orang, yakni:

1. Hery Susanto (Kepala Subbagian Penyiapan Materi Ketua MPR RI)

2. Agus Joko Lelono (Pengadministrasian Umum)

3. M. Haris Purwa Priyambada, S.H., M.H. (Kepala Bagian Sumber Daya Manusia)

4. Januar Eko Priyanto (Staf Sekretariat Fraksi PDI Perjuangan)

5. Adam Cahyanto Prabowo (Analis Kesejahteraan SDM Aparatur)

Teknik validasi yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari
beberapa informan untuk melihat konsistensi informasi, serta melakukan member check dengan meminta
konfirmasi dari informan terkait hasil interpretasi peneliti. Untuk menjamin kredibilitas dan konfirmabilitas,
peneliti mencatat secara rinci proses pengumpulan dan analisis data melalui audit trail, serta menjaga
objektivitas dengan menyimpan dokumentasi data mentah. Selain itu, peneliti memberikan deskripsi
kontekstual secara mendalam agar pembaca dapat menilai transferabilitas hasil ke konteks lain, dan
melakukan diskusi dengan pembimbing atau rekan sejawat guna mengevaluasi dependabilitas serta
ketepatan proses analisis. Validasi ini penting agar hasil penelitian dapat dipercaya dan merepresentasikan
kondisi nyata di lingkungan kerja Setjen MPR RI.

4 Hasil dan pembahasan

4.1 Persepsi Pegawai Setjen MPR RI Terhadap Penerapan Jam Kerja Fleksibel

Implementasi Persesjen Nomor 2 Tahun 2025 tentang jam kerja fleksibel di lingkungan Setjen MPR RI
kemungkinan akan melibatkan pengaturan pola kerja yang lebih fleksibel sehingga menimbulkan
persepsi di kalangan anggota MPR RI. Komunikasi kebijakan ini dilakukan kepada pegawai dengan
mendistribusikan dokumen resmi Persesjen Nomor 2 Tahun 2025. (Adam Cahyanto Prabowo, Analis
Kesejahteraan SDM Aparatur, wawancara pribadi, 2025).

Pegawai Setjen MPR RI memiliki persepsi yang sama terhadap penerapan jam kerja fleksibel. Hal ini
didasarkan pada wawancara yang dilakukan pada beberapa narasumber berikut ini. Menurut Januar Eko
Priyanto (Staf Sekretariat Fraksi PDI Perjuangan, Wawancara pribadi, 2025) menyatakan bahwa:
“Pandangan atau tanggapan Sekretariat Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik penerapam jam kerja
fleksibel ini karena dapat mengakomodir keperluan pegawai yang sewaktu-waktu dibutuhkan di awal
pagi hari, seperti mengantar anak sekolah saat jemputan sekolahnya sedang tidak beroperasi dan juga
dapat menyesuaikan dengan ritme pekerjaan di fraksi yang tidak sama setiap harinya.”
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Hal senada juga disampaikan oleh Agus Joko Lelono (Pengadministrasi Umum F-PKS, Wawancara
pribadi, 2025), berikut kutipannya: “saya sangat positif dengan kebijakan ini, sangat sesuai dengan pola
saya, mendukung.”

Kemudian diperkuat oleh Hery Susanto, (Kepala Subbagian Penyiapan Materi Ketua MPR RI,
Wawancara pribadi, 2025) yang menyatakan bahwa: “Sejauh penerapannya ini sangat menyambut baik.
Karena jadwal kegiatan Pimpinan (Ketua MPR-red) bersifat fleksibel sesuai dengan keinginan dan
keluangan waktu masing-masing pimpinan. Hal ini tentu bisa bersesuaian bila jam kerja pegawai di
lingkungan pimpinan pun dapat menyesuaikan. Ya. Tentu. Penerapan jam kerja fleksibel tentunya sangat
bersesuaian dengan fleksibilitas jam kerja dalam hal pelayanan langsung kepada para pimpinan (Ketua
MPR-red). Setahu saya, sejauh ini masih belum ada diskusi dengan pimpinan (Ketua MPR-red) soal
efektivitas ataupun perbedaan kualiatas pelayanan saat jam kerja berjalan dengan sebelumnya. Karena
memang kami berusaha untuk tetap memberikan pelayanan yang optimal dalam mendukung tugas-tugas
pimpinan (Ketua MPR-red).”

Hal ini juga dikonfirmasi oleh M. Haris Purwa Priyambada, S.H., M.H. selaku Kabag SDM
(Wawancara pribadi, 2025), beliau memaparkan bahwa: “aturan kerja fleksibel yang ada dalam
sistem kerja di Setjen MPR RI tak mampu memberikan dampak langsung untuk meningkatkan kinerja
pegawai. Adanya pengaturan kerja fleksibel tidak membawa pengaruh bagi kinerja pegawai. Namun,
dengan adanya aturan bekerja secara fleksibel ini sanggup menghadirkan perasaan lebih bebas pada
pegawai dan ia bisa menentukan sendiri aktivitasnya, sehingga munculah rasa nyaman yang selanjutnya
akan menciptakan inovatif dan inisiatif. Adanya dukungan dari perilaku kerja yang inovatif berskala
tinggi didalam sebuah perusahaan atau organisasi, maka akan memberikan pengaruh yang baik pula
pada pegawai dalam peningkatan kinerja dari pegawai. Adanya stimulasi perilaku kerja inovatif yang
baik tercipta dalam lingkungan serta manajemen yang ada di Setjen MPR RI, dan pada individu pegawai
itu sendiri maka akan menciptakan kerja yang fleksibel dan baik serta mampu meningkatkan kinerja
pegawai. Tujuan dari kajian ini yakni untuk menelaah kondisi sekarang dimana pegawai diharuskan
untuk bekerja mengikuti aturan kerja fleksibel dan dengan sistem kerja WFH juga WFO, sehingga akan
diketahui Iebih lanjut terkait dengan imbasnya bagi organisasi dan kinerja dari pegawai. Bahwa kerja
yang fleksibel bukan faktor utama dalam meningkatkan kinerja pegawai. Melainkan dukungan dari
WFH atau WFO pada perilaku kerja yang inovatif sehingga pegawai diberikan kebebasan dalam
beraktivitas yang kemudian memunculkan perilaku kerja inovatif berlevel tinggi yang dimiliki oleh
stimulasi lingkungan manajemen juga dari individu pekerja yang berada di Setjen MPR RI sanggup
menjadi pendorong dalam peningkatan kinerja pegawai, deadline pada setiap pekerjaan yang diberikan
pada pegawai juga perlu diperhatikan supaya mampu menambah kinerja pegawai menjadi semakin baik
lagi dan kemudian memberi tepat sebagai penyaluran berbagai inovasi baik yang datang dari para
pegawai demi kemajuan di masa mendatang.”

Persepsi pegawai terhadap jam kerja fleksibel umumnya positif, dengan banyak yang merasakan
manfaat seperti keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik, peningkatan produktivitas, dan
pengurangan stres. Namun, beberapa juga menyatakan kekhawatiran terkait potensi kesulitan dalam
koordinasi dan komunikasi dengan tim.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara mengenai persepsi terhadap penerapan jam kerja fleksibel di atas
bila dikaitkan dengan Self-Determination Theory (SDT) dapat dijelaskan bahwa penerapan kebijakan
jam kerja fleksibel di lingkungan Setjen MPR RI menunjukkan adanya upaya untuk memenuhi
kebutuhan otonomi (autonomy) pegawai. Hal ini tercermin dari pernyataan narasumber yang
menyambut baik kebijakan ini karena dapat menyesuaikan ritme pekerjaan yang tidak sama setiap hari
serta memungkinkan pegawai mengatur waktu pribadi, seperti mengantar anak sekolah. Kebebasan
dalam menentukan waktu kerja ini mencerminkan pemenuhan kebutuhan dasar akan otonomi, di mana
pegawai merasa memiliki kendali atas aktivitas hariannya. Dalam konteks teori Self-Determination,
otonomi yang diberikan oleh sistem kerja fleksibel diyakini mampu meningkatkan motivasi intrinsik
karena pegawai tidak merasa tertekan oleh aturan kerja yang kaku.

Lebih lanjut, kutipan wawancara yang menyebut bahwa fleksibilitas ini mampu menciptakan rasa
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nyaman, serta mendorong munculnya inisiatif dan inovasi, dapat dikaitkan dengan pemenuhan
kebutuhan kompetensi (competence). Ketika pegawai diberi ruang untuk merancang sendiri cara terbaik
menyelesaikan tugasnya, mereka merasa lebih percaya diri dan mampu menyelesaikan pekerjaan secara
efektif. Fleksibilitas memberi ruang untuk berinovasi, dan dalam kondisi demikian, pegawai
menunjukkan perilaku kerja yang lebih kreatif dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan
pandangan Deci & Ryan bahwa kompetensi tumbuh dalam lingkungan yang mendukung eksplorasi dan
pencapaian.

Selain itu, terdapat pula pernyataan yang menyatakan bahwa fleksibilitas jam kerja membantu
penyesuaian dengan kebutuhan pimpinan yang memiliki ritme kerja tidak menentu. Hal ini
mengindikasikan adanya relasi dan dukungan sosial yang kuat di tempat kerja, yang memenuhi
kebutuhan akan keterhubungan sosial (relatedness). Pegawai merasa bahwa fleksibilitas kerja bukan
hanya untuk kenyamanan pribadi, tetapi juga sebagai sarana meningkatkan kontribusi terhadap tugas-
tugas institusional dan pelayanan terhadap pimpinan. Ketika seseorang merasa bahwa perannya penting
dan dihargai dalam kelompok kerja, hal tersebut akan menumbuhkan motivasi yang lebih tinggi.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa salah satu narasumber menyatakan bahwa meskipun
sistem kerja fleksibel tidak secara langsung meningkatkan kinerja, tetapi kebijakan tersebut
menghadirkan kebebasan yang mendorong inovasi. Ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan
otonomi saja tidak cukup untuk menghasilkan kinerja optimal apabila tidak disertai dukungan sistem
manajemen yang kondusif. Oleh karena itu, lingkungan kerja yang tidak hanya memberi keleluasaan
waktu tetapi juga memperhatikan aspek manajerial seperti deadline, apresiasi kerja, dan kejelasan
peran, menjadi faktor penentu dalam memenuhi seluruh kebutuhan dasar menurut SDT.

Dengan demikian, berdasarkan analisis hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penerapan jam kerja
fleksibel memiliki potensi besar dalam meningkatkan motivasi, kepuasan, dan kinerja pegawai apabila
sistem kerja tersebut mampu memenuhi kebutuhan otonomi, kompetensi, dan keterhubungan sosial
secara seimbang. Fleksibilitas harus diimbangi dengan struktur dan dukungan agar dapat menciptakan
lingkungan kerja yang mendorong pertumbuhan motivasi intrinsik dan performa yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa persepsi terhadap
penerapan jam kerja fleksibel bervariasi, baik positif maupun negatif, tergantung pada berbagai faktor
misalnya jenis pekerjaan, budaya perusahaan, dan preferensi individu. Secara umum, jam kerja fleksibel
dinilai memiliki banyak manfaat, namun juga menimbulkan beberapa tantangan.
1. Persepsi Positif:
a. Peningkatan Produktivitas:
Karyawan dapat bekerja pada waktu yang paling produktif bagi mereka, sehingga meningkatkan
efisiensi dan kualitas pekerjaan.
b. Peningkatan Kepuasan Kerja:
Fleksibilitas jam kerja dapat meningkatkan moral dan motivasi karyawan, serta mengurangi stres
dan kelelahan.
c. Keseimbangan Hidup dan Kerja:
Jam kerja fleksibel memberikan kebebasan untuk mengelola waktu pribadi dan profesional,
sehingga meningkatkan keseimbangan hidup dan kerja.
d. Penghematan Biaya:
Bagi perusahaan, jam kerja fleksibel dapat mengurangi biaya transportasi, bahkan dapat
meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi.
e. Pengaruh terhadap Kinerja:
Flexible Working Arrangement (FWA) yang meliputi time flexible, timing flexible, dan place
flexible, memberikan kontribusi positif dan signifikan dalam mempengaruhi kinerja.
2. Persepsi Negatif:
a. Sulit Berkoordinasi:
Koordinasi antar tim dapat menjadi lebih sulit jika tidak ada jadwal kerja yang sama.
b. Persepsi Buruk:
Beberapa orang mungkin menganggap karyawan yang bekerja dengan jam kerja fleksibel tidak
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benar-benar bekerja.

c. Tidak Ada Batasan Waktu:
Batasan antara waktu kerja dan waktu pribadi dapat menjadi kabur, sehingga menimbulkan
tantangan bagi karyawan untuk mengatur waktu mereka.

d. Kurangnya Komunikasi:
Kurangnya interaksi fisik dengan rekan kerja dapat mengganggu komunikasi dan kekompakan
tim.

e. Tantangan Teknis dan Manajerial:
Penerapan jam kerja fleksibel dapat menimbulkan tantangan teknis, misalnya terkait infrastruktur
dan teknologi, serta tantangan manajerial dalam menilai kesiapan dan kebutuhan individu.

4.2 Dampak Penerapan Jam Kerja Fleksibel Terhadap Motivasi, Kepuasan, Dan Kinerja Pegawai
Penerapan jam kerja fleksibel membawa dampak terhadap motivasi, kepuasan dan kinerja pegawai.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Agus Joko Lelono selaku Pengadministrasi Umum F-
PKS, (Wawancara pribadi, 2025), beliau menyatakan bahwa: “Kebijakan ini berdampak positif pada
efektivitas pelayanan fraksi terhadap anggota MPR RI- semakin meningkat dan ada pengaruh yang
positif terhadap output atau capaian kerja pegawai di fraksi.”

Pernyataan tersebut didukung oleh Januar Eko Priyanto selaku Staf Sekretariat Fraksi PDI Perjuangan
(Wawancara pribadi, 2025), berikut kutipannya: “Fleksibilitas kehadiran kerja dengan tetap memenuhi
standar jumlah jam kerja tiap hari lebih meningkatkan semangat kerja, karena yang sebelumnya jika lewat
dari batasan kehadiran jam 7.30 atau jam 08.00 langsung terkena sangsi pemotongan hak keuangan pegawai
sehingga semangat (mood) kerja hari itu jadi berkurang, tapi saat ini tidak lagi karena ada rentang fleksibilitas
kehadiran yang cukup. Efektifitas pelayanan sekretariat fraksi dapat berjalan lebih baik karena jam kerja
pelayanan fraksi dapat lebih panjang dalam melayani bisa hingga pukul 18.00. Jam kerja fleksibel tetap
mewajibkan pegawai memenuhi jumlah jam kerja harian mereka tiap harinya sehingga target-target kerja
dan pelayanan masih dapat terpenuhi dengan baik.”

Menurut M. Haris Purwa Priyambada, S.H., M.H. selaku Kabag SDM, (Wawancara pribadi, 2025)
pengaturan kerja fleksibel yang ada dalam sistem kerja di Setjen MPR RI tak mampu memberi
pengaruh langsung dalam peningkatan kinerja pegawai. Diterapkannya aturan kerja secara fleksibel
tidak memberikan pengaruh pada kinerja pegawai. Tetapi dengan adanya bekerja yang diatur secara
fleksibel dapat membuat pegawai menjadi lebih bebas melakukan aktivitas dan ia bisa menentukan
aktivitasnya sendiri sehingga tercipta rasa nyaman yang kemudian akan memunculkan inovatif dan
inisiatif yang terlihat dari hasil tanggapan responden. Dari adanya dukungan dari perilaku kerja yang
inovatif dengan skala tinggi didalam sebuah perusahaan atau organisasi, maka akan memberikan
pengaruh yang baik pada pegawai untuk meningkatkan kinerja dari pegawai. Adanya stimulasi
perilaku kerja inovatif yang baik tercipta dalam lingkungan serta manajemen yang ada di Setjen MPR
RI, dan pada individu pegawai itu sendiri maka akan menciptakan kerja yang fleksibel yang baik dan
bisa tingkatkan kinerja dari pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi saat ini yang
mengharuskan pegawai untuk bekerja dengan pengaturan kerja fleksibel dan bekerja dengan sistem
WFH dan WFO untuk mengetahui lebih lagi akan dampaknya bagi perusahan dan kinerja dari pegawai.
Bahwa kerja yang fleksibel bukan faktor utama dalam meningkatkan kinerja pegawai. Tetapi
didukungnya perilaku kerja yang inovatif dengan adanya WFH atau WFO yang bisa memberikan
kebebasan dalam aktivitas pegawai maka munculnya perilaku kerja inovatif yang tinggi yang dimiliki
oleh stimulasi lingkungan manajemen serta dari individu pekerja yang ada di Setjen MPR RI mampu
menjadi dorongan yang bisa meningkatkan kinerja pegawai, memberikan deadline pada setiap
pekerjaan yang diberikan pada pegawai agar dapat meningkatkan kinerja pegawai menjadi lebih baik
perlu diperhatikan dan memberikan wadah untuk menyalurkan inovasi-inovasi yang baik dari para
pegawai untuk kedepannya.

Hery Susanto selaku Kepala Subbagian Penyiapan Materi Ketua MPR RI menguatkan pernyataan
tersebut, beliau menyatakan bahwa sejauh ini penerapan jam kerja fleksibel tidak memiliki pengaruh
negatif. Berikut kutipannya: “Sejauh ini sangat baik. Karena bisa lebih menyesuaikan jam kerjanya.
Sehingga jika ada pegawai yang masuk kerja diatas jam masuk kerja yang sudah ditetapkan, pegawai
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tersebut hanya wajib memenuhi kewajiban memenuhi kekurangan jam kerjanya pada hari tersebut tanpa
harus mendapat sanksi pemotongan tunjangan kinerjanya. Benar. Tentu saja dengan jam kerja fleksibel
memungkinkan para pegawai bisa menyesuaikan jam kerjanya dengan tetap menghasilkan output
dengan kualitas yang baik, misalnya dapat menyelesaikan tugas sesuai target waktu, (bahkan melebihi
jam kerja kantor) tanpa merasa takut terkena sanksi yang berlaku. Sejauh ini belum terasa dampak
negatifnya.” (Wawancara pribadi, 2025)

Dari beberapa hasil wawancara di atas kaitannya dengan Self-Determination Theory (SDT) dapat
dijelaskan bahwa pernyataan dari para pegawai dan Kabag SDM Setjen MPR RI menunjukkan bahwa
penerapan jam kerja fleksibel berdampak langsung terhadap meningkatnya motivasi intrinsik, yang
selaras dengan prinsip dasar Self-Determination Theory. Ketika pegawai diberikan fleksibilitas dalam
menentukan waktu kehadiran kerja, selama tetap memenuhi jam kerja harian, mereka merasa lebih
bebas dan tidak dikekang oleh aturan yang kaku. Ini adalah bentuk nyata dari pemenuhan kebutuhan
autonomy, di mana pegawai dapat memilih dan mengatur aktivitas kerja mereka tanpa tekanan, yang
kemudian menciptakan kenyamanan dan meningkatkan suasana hati dalam bekerja.

Lebih lanjut, pernyataan bahwa fleksibilitas jam kerja memungkinkan pegawai menyelesaikan tugas
bahkan melebihi jam kantor, namun tetap tanpa rasa takut terkena sanksi, menunjukkan peningkatan
kompetensi (competence). Pegawai merasa bahwa mereka dapat tetap produktif dan menyelesaikan
pekerjaan tepat waktu atau lebih cepat, meski bekerja dalam pola yang tidak seragam. SDT menekankan
bahwa individu akan lebih termotivasi jika merasa mampu dan efektif dalam mencapai tujuan.
Fleksibilitas jam kerja, dalam konteks ini, memberikan ruang bagi pegawai untuk menunjukkan dan
meningkatkan kapasitas profesional mereka secara optimal.

Kutipan yang menyatakan bahwa efektivitas pelayanan terhadap anggota MPR meningkat, dan bahwa
waktu pelayanan bisa diperpanjang hingga pukul 18.00, juga dapat dikaitkan dengan kompetensi dan
relatedness. Pegawai merasa bahwa fleksibilitas ini memungkinkan mereka untuk berkontribusi lebih
besar terhadap tugas institusi, sehingga memperkuat hubungan sosial (relatedness) dalam bentuk
kolaborasi dan tanggung jawab terhadap tim serta lembaga. Dengan kata lain, SDT menekankan bahwa
kebutuhan untuk merasa terhubung dan berguna dalam sistem sosial kerja mendukung keterlibatan dan
komitmen pegawai secara alami.

Menariknya, pernyataan dari Kabag SDM juga menggarisbawahi bahwa kerja fleksibel bukanlah satu-
satunya faktor peningkat kinerja, melainkan bahwa perilaku kerja inovatif yang muncul dari rasa
nyaman, bebas, dan adanya stimulasi lingkungan organisasi yang mendukung, adalah faktor utama. Hal
ini sangat sejalan dengan SDT, di mana terpenuhinya autonomy dan competence justru menjadi pemicu
munculnya motivasi intrinsik dan kreativitas tinggi. Ketika lingkungan kerja tidak mengontrol secara
berlebihan dan memberikan ruang eksplorasi, pegawai cenderung menunjukkan inisiatif dan inovasi
yang akhirnya berdampak positif pada kinerja. Akhirnya, penerapan sistem kerja fleksibel dengan tetap
menjaga keseimbangan antara tanggung jawab dan kebebasan ini terbukti efektif karena memperkuat
ketiga elemen SDT: autonomy (pegawai mengatur sendiri waktu kerja), competence (pegawai mampu
mencapai target tanpa sanksi yang menekan), dan relatedness (pegawai merasa menjadi bagian dari
sistem yang memahami dan menghargai kontribusinya). Inilah yang kemudian menjadi fondasi
munculnya motivasi yang berkelanjutan dan peningkatan kinerja yang bersumber dari dalam diri
pegawai.

Penerapan jam kerja fleksibel secara umum memiliki dampak positif terhadap motivasi, kepuasan, dan
kinerja pegawai. Fleksibilitas ini memungkinkan karyawan untuk mengelola waktu mereka lebih
efisien, meningkatkan kepuasan kerja karena adanya otonomi, dan meningkatkan motivasi karena
merasa dihargai. Selain itu, jam kerja fleksibel dapat meningkatkan keseimbangan kehidupan dan
pekerjaan yang pada gilirannya dapat mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas.

Penerapan jam kerja fleksibel secara umum memiliki dampak positif terhadap motivasi, kepuasan, dan

kinerja pegawai. Fleksibilitas ini memungkinkan karyawan untuk bekerja lebih efisien, meningkatkan
keseimbangan kehidupan kerja, dan mengurangi stres, yang pada gilirannya dapat meningkatkan
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produktivitas dan kinerja.
1. Dampak Terhadap Motivasi:
a. Otonomi dan Kepercayaan:
Jam kerja fleksibel memberikan karyawan rasa otonomi dan kepercayaan bahwa mereka dapat
mengelola waktu mereka sendiri. Ini dapat meningkatkan motivasi karena karyawan merasa
dihargai dan diberi kesempatan untuk mengatur jadwal kerja mereka sesuai dengan preferensi
dan gaya kerja mereka.
b. Peningkatan Keseimbangan Kehidupan Kerja:
Fleksibilitas jam kerja dapat membantu karyawan menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi,
yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi dan mengurangi stres.
2. Dampak Terhadap Kepuasan:
a. Peningkatan Kepuasan Kerja:
Karyawan yang merasa memiliki kontrol atas jadwal mereka cenderung lebih puas dengan
pekerjaan mereka. Fleksibilitas jam kerja dapat meningkatkan kepuasan kerja karena karyawan
merasa dihargai dan diberi kepercayaan untuk mengelola waktu mereka sendiri.
b. Peningkatan Work-Life Balance:
Fleksibilitas jam kerja membantu karyawan mencapai keselarasan yang lebih baik antara
pekerjaan dengan kehidupan pribadi, yang mampu mengembangkan kepuasan kerja dan
kesejahteraan secara menyeluruh.
3. Dampak Terhadap Kinerja:
a. Peningkatan Produktivitas:
Karyawan yang memiliki fleksibilitas jam kerja dapat bekerja lebih efisien pada saat mereka
paling produktif. Ini dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja secara keseluruhan.
b. Peningkatan Fokus:
Karyawan yang dapat menyesuaikan jadwal kerja mereka dengan pola produktivitas mereka
cenderung lebih fokus dan produktif.
c. Pengurangan Stres:
Fleksibilitas jam kerja bisa menolong dalam meminimalisir stres serta menambah kesejahteraan
karyawan, dimana selanjutnya akan sanggup meningkatkan kinerja.

Penerapan jam kerja fleksibel dapat berguna secara signifikan teruntuk karyawan juga perusahaan.
Dengan meningkatkan motivasi, kepuasan, dan kinerja, jam kerja fleksibel bisa menjadi alat efektif
dalam peningkatan produktivitas serta kesejahteraan karyawan.

4.3 Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penerapan Jam Kerja Fleksibel Di Setjen MPR RI
Ada beberapa faktor pendukung penerapan jam kerja fleksibel di Setjen MPR RI. Hery Susanto selaku
Kepala Subbagian Penyiapan Materi Ketua MPR RI menyatakan bahwa: “Keberhasilan pelaksanaan
suatu kebijakan tentunya harus mempertimbangkan efektivitas sumber daya yang menyesuaikan
dengan tujuannya. Sehingga tentu optimalnya pelayanan sebaiknya menyesuaikan dengan kebutuhan.
Maka suatu kebijakan dianggap berhasil jika dapat mengakomodir kebutuhannya. Sejatinya jika
dimungkinkan tentu lebih baik jika bisa memenuhi kenyamanan kedua belah pihak, baik yang dilayani
maupun yang melayani. Everybody Happy istilahnya.” (Wawancara pribadi, 2025).

Januar Eko Priyanto selaku Staf Sekretariat Fraksi PDI Perjuangan memaparkan bahwa: “Kegiatan di
fraksi yang tidak tentu dalam pelaksanaan pelayanan sangat terakomodir dengan penerapan jam kerja
fleksibel ini, contoh jika telah ada jadwal rapat yang dimulai sore hari atau perkiraan akan selesai
melebihi jam kerja normal maka kehadiran dapat disesuaikan sehingga waktu pelayanan rapat fraksi
masih dalam rentang waktu jam kerja harian.” (Wawancara pribadi, 2025).

Berdasar hasil wawancara di atas, pernyataan bahwa keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada
kemampuan mengakomodir kebutuhan semua pihak, baik yang melayani maupun dilayani,
mencerminkan pemenuhan terhadap kebutuhan otonomi dan relatedness. Dalam konteks SDT,
kebutuhan autonomy bukan hanya soal kebebasan pribadi dalam mengatur aktivitas kerja, melainkan
juga tentang partisipasi dalam merancang sistem kerja yang bermakna dan sesuai kebutuhan nyata.
Ketika pegawai merasa bahwa sistem kerja fleksibel disusun untuk mendukung keseimbangan peran
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mereka sebagai pelayan publik dan individu dengan kebutuhan personal, maka motivasi intrinsik akan
meningkat karena muncul rasa memiliki terhadap kebijakan tersebut.

Lebih jauh, pernyataan everybody happy menggambarkan kondisi kerja yang berusaha mencapai
keseimbangan antara kepentingan institusi dan individu. Dalam teori SDT, kondisi ini juga
menunjukkan terpenuhinya kebutuhan relatedness, yaitu hubungan yang positif antara individu dalam
sistem sosial kerja. Pegawai merasa bahwa kebijakan ini tidak sekadar diturunkan dari atas, melainkan
berangkat dari kepedulian terhadap kesejahteraan dan ritme kerja mereka. Rasa dihargai ini
memperkuat keterikatan sosial dan meningkatkan komitmen terhadap pekerjaan.

Adapun pernyataan tentang fleksibilitas jadwal pelayanan rapat fraksi yang bisa dimulai sore hari atau
berakhir di luar jam kerja normal menunjukkan bahwa pegawai diberi ruang untuk mengatur kehadiran
berdasarkan kebutuhan tugas, tanpa terikat secara kaku oleh jam kerja tradisional. Ini merupakan bentuk
nyata pemenuhan autonomy, karena pegawai merasa dipercayai untuk menyesuaikan kehadiran dengan
tanggung jawab yang diemban. Dalam SDT, kepercayaan semacam ini memupuk motivasi internal yang
lebih kuat dibandingkan aturan ketat tanpa fleksibilitas.

Terakhir, kemampuan pegawai dalam menyesuaikan jadwal dan merespons perubahan kegiatan fraksi
dengan tetap menjaga performa pelayanan juga merupakan cerminan dari kompetensi (competence).
Dalam kerangka SDT, kompetensi terwujud ketika individu merasa mampu dan efektif dalam
menyelesaikan tugasnya. Penerapan jam kerja fleksibel yang tidak mengganggu kualitas pelayanan
menegaskan bahwa fleksibilitas bukan berarti menurunkan produktivitas, melainkan justru membuka
peluang untuk mencapai hasil kerja yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan organisasi.

M. Haris Purwa Priyambada, S.H., M.H., selaku Kabag SDM menambahkan bahwa faktor yang

mendukung penerapan jam kerja fleksibel di Setjen MPR RI sebagai berikut:

1. Fase persiapan: meletakkan fondasi yang kuat meliputi: analisis kesiapan organisasi, desain program
yang sesuai kebutuhan, pengembangan kebijakan komprehensif

2. Fase implementasi: pendekatan bertahap dan terukur meliputi: pilot program, komunikasi dan
manajemen perubahan, pelatihan dan pengembangan kapabilitas

3. Fase evaluasi dan optimalisasi: pendekatan berbasis data meliputi: pengukuran dampak
komprehensif, penyesuaian.

Sedangkan menurut Adam Cahyanto Prabowo selaku Analis Kesejahteraan SDM Aparatur (wawancara

pribadi, 2025) faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan jam kerja fleksibel di lingkungan

Setjen MPR RI antara lain:

1. Adanya regulasi atau peraturan internal yang mengatur pelaksanaan jam kerja fleksibel secara rinci

2. Dukungan dari pimpinan tertinggi di lingkungan Setjen MPR RI

3. Infrastruktur teknologi yang mendukung seperti presensi online Setjen MPR RI menggunakan PION
yang dapat memantau kehadiran secara real-time

4. Komitmen pegawai terhadap tanggung jawab pekerjaan meski waktu kerja lebih fleksibel

Selain faktor pendukung para narasumber juga menyampaikan bahwa dalam penerapannya ada factor
penghambat. Ini selaras dengan apa yang diutarakan bapak Hery Susanto selaku Kepala Subbagian
Penyiapan Materi Ketua MPR RI, berikut kutipannya: “Ada. Fleksibilitas tentu akan berhadapan dengan
kualitas disiplin. Dalam hal jam kerja suatu organisasi tantangannya adalah masalah komunikasi dengan
unit-unit kerja lain, atau para pihak yang ingin bertemu namun tidak mengetahui jam kerja pegawai
tersebut. Sehingga hal ini memerlukan adanya tanggungjawab bagi para pegawai yang menggunakan
jam kerja fleksibel dalam menyiasati hal-hal tersebut. Namun dengan adanya pengawasan melekat dari
atasan, hal ini masih sangat mungkin dapat dikontrol.” (Wawancara pribadi, 2025).

Kemudian Januar Eko Priyanto selaku Staf Sekretariat Fraksi PDI Perjuangan menambahkan bahwa:
“Untuk komunikasi kerja di dalam unit fraksi PDI Perjuangan sendiri tidak ada kendala karena dapat
saling mengkomunikasikan sejak pagi atau sehari sebelumnya jika akan hadir agak telat dari jam
kehadiran normal. Atau bisa berkomitmen datang sesuai waktu normal jika sedang banyak pekerjaan
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atau ada tugas khusus dari Pimpinan/Anggota Fraksi. Hal ini menjadi tantangan atau perlu
penyesuaian kerena terkadang saat di awal jam kerja normal kita kesulitan koordinasi/ komunikasi
dengan unit lain karena belum hadirnya personal yang dihubungi untuk koordinasi. Contoh: saat
membutuhkan info mengenai transferan anggota dari keuangan di pagi hari terkadang personal
keuangan tersebut belum hadir di tempat kerja.” (Wawancara pribadi, 2025).

M. Haris Purwa Priyambada, S.H., M.H., selaku Kabag SDM memaparkan bahwa jam kerja fleksibel,
meskipun memiliki banyak kelebihan, juga memiliki beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Salah
satunya adalah kesulitan dalam pengawasan pegawai, karena kurangnya kontrol dapat menurunkan
kesadaran pegawai terhadap pekerjaan dan berpotensi membuat mereka kurang bertanggung jawab.
Selain itu, sistem ini bisa jadi tidak cocok untuk semua peran pegawai, terutama yang berhadapan
langsung dengan stakeholder karena membutuhkan jam kerja yang konsisten. Masalah komunikasi juga
bisa muncul karena kesulitan menjadwalkan rapat dan berkoordinasi proyek dengan pegawai yang
memiliki jadwal kerja berbeda.
1. Kesulitan Pengawasan Pegawai:
Pegawai mungkin merasa tidak ada tekanan untuk bekerja sesuai dengan jadwal karena fleksibilitas yang
diberikan, sehingga dapat menurunkan kualitas dan efektivitas pekerjaan mereka.
2. Tidak Cocok untuk Semua Peran Pegawai:
Posisi yang membutuhkan respons cepat terhadap stakeholder, seperti layanan pelanggan, mungkin tidak
cocok dengan sistem jam kerja fleksibel karena memerlukan jam kerja yang konsisten.
3. Masalah Komunikasi:
Kesulitan dalam menjadwalkan rapat dan berkomunikasi dengan pegawai yang memiliki jadwal
kerja berbeda dapat menghambat proses proyek dan meningkatkan risiko kesalahan atau
ketidaksesuaian.
4. Meningkatkan Resiko Overwork:
Beberapa pegawai mungkin merasa perlu bekerja lebih lama atau bahkan lembur untuk
membuktikan bahwa mereka tetap produktif meskipun bekerja dengan jam kerja fleksibel, sehingga
dapat meningkatkan risiko burnout dan kelelahan.
5. Gangguan Komunikasi dengan Rekan Kerja dan Atasan:
Pegawai bisa saja mendapatkan kendala saat melakukan komunikasi bersama rekan kerja dan
atasannya karena mereka bekerja pada waktu yang berbeda, sehingga dapat menghambat proses
kolaborasi dan koordinasi.
6. Potensi Pegawai Bermalas-malasan:
Beberapa pegawai mungkin memanfaatkan fleksibilitas kerja untuk tidak bekerja atau melakukan
kegiatan lain selain pekerjaan, sehingga dapat merugikan bisnis perusahaan.
7. Sulitnya Menentukan Batas Antara Pekerjaan dan Kehidupan Pribadi:
Fleksibilitas kerja dapat membuat pegawai kesulitan mengatur batas antara waktu kerja dan waktu
pribadi, sehingga dapat mengganggu keseimbangan kehidupan dan pekerjaan.
8. Persepsi Negatif dari Keluarga dan Lingkungan:
Pegawai yang bekerja dengan jam kerja fleksibel mungkin dianggap kurang produktif atau tidak
memiliki disiplin kerja oleh keluarga dan lingkungan sekitar, sehingga dapat menimbulkan masalah
hubungan sosial.
9. Perubahan Budaya dan Organisasi:
Perubahan ke sistem jam kerja fleksibel dapat menimbulkan perubahan budaya dan organisasi yang
mungkin memerlukan adaptasi yang signifikan dari pegawai dan manajemen
10.Tantangan Teknis dan Infrastruktur:
Implementasi kerja fleksibel, terutama kerja jarak jauh, dapat menimbulkan tantangan terkait infrastruktur,
seperti akses internet yang stabil, peralatan kerja yang memadai, dan keamanan data

Adam Cahyanto Prabowo selaku Analis Kesejahteraan SDM Aparatur (wawancara pribadi, 2025)
menambahkan bahwa kendala atau hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan kebijakan ini yaitu:

1. Adanya perbedaan jam kerja antarpegawai menyulitkan jadwal rapat atau koordinasi lintas unit

2. Tertundanya penyelesaian tugas karena personel yang tidak hadir di waktu bersamaan

3. Masih ada atasan yang kurang mendukung sistem kerja fleksibel karena dianggap tidak disiplin.

4. Masih kurangnya pengawasan
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Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, menurut M. Haris Purwa Priyambada, S.H., M.H.,
selaku Kabag. SDM diperlukan beberapa strategi bagian SDM sebagai berikut:

L.

Komunikasi yang Jelas dan Rutin:

a. Tetapkan aturan yang jelas tentang jam kerja fleksibel, termasuk batasan waktu masuk dan keluar
terakhir.

b. Komunikasi yang teratur dengan karyawan melalui check-in rutin, untuk memantau kemajuan
pekerjaan dan mencegah masalah.

c. Dengarkan masukan karyawan dan berikan penjelasan yang jelas tentang jadwal kerja fleksibel.

Penetapan KPI dan Evaluasi Kinerja:

a. Fokus pada hasil, bukan hanya jam kerja, dengan menetapkan KPI (Indikator Kinerja Utama)
yang jelas.

b. Gunakan evaluasi kinerja berbasis hasil untuk memastikan karyawan mencapai target mereka.

. Penggunaan Teknologi:

a. Manfaatkan aplikasi digital untuk memantau kehadiran dan kinerja karyawan.

b. Siasati penggunaan teknologi untuk mencegah presensi di luar batas waktu yang ditentukan.

Mendukung Kesejahteraan Karyawan:

a. Menumbuhkan kejelasan terkait batas antara waktu kerja dan waktu pribadi, agar karyawan tidak
merasa perlu bekerja sepanjang waktu.

b. Memberi dukungan dalam rangka menciptakan ruang kerja yang ergonomis.

c. Memberikan tawaran mengenai program kesejahteraan yang relevan dengan model kerja fleksibel.

. Menciptakan Batasan yang Jelas:

a. Meskipun jam kerja fleksibel, tetaplah memberikan batasan yang jelas tentang jam kerja yang
diizinkan.

b. Batasi jam masuk paling akhir dan jam keluar paling awal, agar tidak mengaburkan batasan
antara waktu kerja dan pribadi.

. Menyesuaikan dengan Peraturan Ketenagakerjaan:

a. Pastikan jam kerja fleksibel sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan, khususnya terkait waktu
kerja maksimal 40 jam per minggu.

b. Perusahaan perlu memantau jam kerja karyawan secara ketat dan mewajibkan mereka mencatat
waktu masuk dan keluar.

Menyesuaikan dengan Kebutuhan Karyawan:

a. Berikan fleksibilitas dalam memilih jam kerja, tetapi tetap menjaga produktivitas dan
akuntabilitas.

b. Pertimbangkan kebutuhan masing-masing karyawan dalam memberikan fleksibilitas jam kerja.

Sedangkan menurut Adam Cahyanto Prabowo selaku Analis Kesejahteraan SDM Aparatur (wawancara
pribadi, 2025) strategi SDM dalam mengatasi hambatan tersebut?

1.

2.
3.
4,

S.
5.1

Melakukan sosialisasi intensif ke seluruh unit kerja agar pemahaman terhadap sistem ini merata dan
tidak multi-tafsir.

Mengalihkan fokus penilaian kerja dari kehadiran fisik menjadi hasil kerja dan produktivitas.
Memastikan dukungan infrastruktur seperti cloud storage, dan aplikasi kerja daring berjalan optimal.
Melakukan evaluasi bulanan/ kuartalan terhadap dampak kebijakan jam kerja fleksibel terhadap
produktivitas dan pelayanan.

Kesimpulan
Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan berikut ini:

L.

2.

3.

Pegawai Setjen MPR RI memiliki persepsi yang sama yaitu mereka memandang bahwa penetapan
jam kerja fleksibel mampu meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Setjen MPR RI.
Penerapan jam kerja fleksibel memiliki dampak yang positif terhadap motivasi, kepuasan, dan
kinerja pegawai.

Faktor pendukung dalam penerapan jam kerja fleksibel di Setjen MPR RI antara lain Analisis
Kesiapan Organisasi, Desain Program yang Sesuai Kebutuhan, Pengembangan Kebijakan
Komprehensif, Pilot Program, Komunikasi dan Manajemen Perubahan, Pelatihan dan
Pengembangan Kapabilitas, kemudian faktor yang menghambat antara lain kualitas disiplin,
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kesulitan dalam pengawasan pegawai, tidak cocok untuk semua peran pegawai, kesulitan
komunikasi jika ada jadwal yang berbeda.

5.2 Limitasi
Penelitian ini hanya berfokus pada penerapan jam kerja fleksibel yang dapat memengaruhi motivasi,
kepuasan, dan kinerja pegawai, serta terbatas pada lingkup Setjen MPR RI.

5.3 Saran

Peneliti menyarankan beberapa hal berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dilakukan dalam

penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Setjen MPR RI, peneliti menyarankan agar kebijakan jam kerja fleksibel terus dievaluasi dan
disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta pegawai. Evaluasi tersebut dapat dilakukan melalui
sistem monitoring dan penilaian kinerja yang objektif dan transparan untuk memastikan kebijakan
tersebut berjalan secara efektif dan mendukung peningkatan kinerja pegawai.

2. Bagi pembuat kebijakan di lingkungan pemerintahan, peneliti menyarankan agar
mempertimbangkan penerapan jam kerja fleksibel sebagai bagian dari strategi reformasi birokrasi.
Pendekatan ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adaptif, responsif, dan produktif
dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berkembang.

3. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan untuk memperluas cakupan objek penelitian ke
lembaga pemerintahan lainnya guna mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai
implementasi jam kerja fleksibel. Selain itu, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti
work-life balance, kepemimpinan, atau budaya organisasi untuk memberikan gambaran yang lebih
komprehensif.
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yang telah memberikan masukan, saran, dan dukungan semangat selama pelaksanaan penelitian ini.
Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi Setjen MPR RI, memperkaya
khazanah keilmuan, serta menjadi rujukan bagi penelitian di masa mendatang.

Referensi

Bailey, A. A. (2016). The Roles of Employee Job Satisfaction and Organizational Commitment in The
Internal Marketing-Employee Bank Identification Relationship. International Journal of Bank
Marketing, 34(6), 821-840. Https://doi.org/10.1108/1JBM-06-2015-0097

Bentley, L. D., Jeffrey, L. W., & Gary, R. (2013). System Analysis And Design For The Global
Enterprise. McGraw-Hill Irwin.

Bintoro, & Daryanto. (2017). Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan (Cetakan ). Gava Media.

Davidescu, A. A. M., Apostu, S. A., Paul, A., & Casuneanu, 1. (2020). Work Flexibility, Job
Satisfaction, And Job Performance Among Romanian Employees-Implications For Sustainable
Human Resource Management. Sustainability (Switzerland), 12(15).
Https://doi.org/https://doi.org/10.3390/sul2156086

Erisusanto, R., Satriawan, B., & Khaddafi, M. (2025). Pengaruh IQ , Pengalaman , Perilaku & Motivasi
terhadap Kinerja Pegawai Pemerintah Kabupaten Karimun ( The Effect of IQ , Experience ,
Behavior & Motivation on the Performance of Karimun Regency Government Employees ).
Studi llmu Manajemen Dan Organisasi (SIMO), 6(1), 279-291.
Https://doi.org/https://doi.org/10.35912/simo.v6i11.3531

Fahmi, 1. (2013). Manajemen Kinerja, Teori dan Aplikasinya. Alfabeta.

Fattah, H. (2017). Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai. Elmatera.

Hasibuan, M. S. P. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara.

74 2025 | Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis/ Vol 5 No 1, 59-76


https://doi.org/10.1108/IJBM-06-2015-0097
https://doi.org/https:/doi.org/10.3390/su12156086
https://doi.org/https:/doi.org/10.35912/simo.v6i1.3531

Hee, O. C. (2019). Exploring the Impact of Communication on Employee Performance. International
Journal of Recent Technology and Engineering, 8(3), 654—
658. 10.35940/ijrte.C1213.1083S219

Jumani, A., & Rianto, M. R. (2023). Literatur Review: Pengaruh Lingkungan Kerja, Pelatihan dan
Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan CV. Kita Sukses Mandiri. Studi Illmu
Manajemen Dan Organisasi (SIMO), 4(1), 39-50.
Https://doi.org/https://doi.org/10.35912/simo.v4i1.1779

Kasim. (2016). Relationships of Work Discipline, Leadership, Training and Motivation to Performance
of Employee Administration Abepura Hospital Papua. Journal of Sciences: Basic and Applied
Research, 154—-164.

Kaswan. (2017). Psikologi Industri & Organisasi: Mengembangkan Perilaku, Produktif dan
Mewujudkan Kesejahteraan Pegawai di Tempat Kerja. Alfabeta.

Luthfiana, H., & Rianto, M. R. (2023). Literature Review terhadap Kepuasan Kerja: Pengaruh
Komunikasi dan Lingkungan Kerja. Studi llmu Manajemen Dan Organisasi (SIMO), 4(1), 27—
37. Https://doi.org/https://doi.org/10.35912/simo.v4i1.1729

Mandalahi, S. H., Damayanti, S., Prasanti, T. A., & Maharani, A. (2024). Impact of flexible work
environments on employee performance: Mediating roles of stress and work-life balance.
llomata International Journal of Management, 5(3), 1042-1061.
Https://doi.org/10.61194/ijjm.v5i3.1235

Mangkunegara, A. P. (2010). Evaluasi Kinerja SDM. PT. Refika Aditama.

Mangkunegara, A. P. (2015). Sumber Daya Manusia Perusahaan (Cetakan Ke). Remaja Rosdakarya.

Mokalu, V. R. (2022). Hubungan Teori Belajar dan Teknologi Pendidikan. Jurnal llmu Pendidikan,
4(1), 1475-1486.

Mungkasa, O. (2020). Bekerja dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era
Pandemi COVID 19. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of
Development Planning, 4(2), 126—150. Https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.119

Na-Nan, K., Kanthong, S., Joungtrakul, J., & Smith, I. D. (2020). Mediating Effects Of Job Satisfaction
And Organizational Commitment Between Problems With Performance Appraisal And
Organizational Citizenship Behavior. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and
Complexity, 6(3). Https://doi.org/https://doi.org/10.3390/JOITMC6030064

Paais, M., & Pattiruhu, J. R. (2020). Effect of Motivation, Leadership, and Organizational Culture.
Journal  of  Asian  Finance, = Economics  and  Business, 7(9), 577-588.
Https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.n08.577

Pandiangan, H. (2018). Flexible working arrangement dan pengaruhnya terhadap work-life balance
pada driver layanan jasa transportasi online di kota Yogyakarta. Sanata Dharma University.

Prawirosentono, S. (2015). Kebijakan Kinerja Karyawan (Cetakan Ke). BPFE.

Putri, N. H. (2023). Literatur Riview terhadap Turnover Intention: Pengaruh Kepuasan Kerja dan Stres
Kerja.  Studi  Ilmu  Manajemen  Dan  Organisasi  (SIMO), 4(1), 51-61.
Https://doi.org/https://doi.org/10.35912/simo.v4i11.1728

Riski, S., & Muslichah, E. W. (2020). Pengaruh iklim komunikasi dan promosi jabatan terhadap kinerja
dan motivasi dengan disiplin dan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Studi Ilmu
Manajemen Dan Organisasi (SIMO), 1(1), 33-55.
Https://doi.org/https://doi.org/10.35912/simo.v1il.61

Rismawati, & Mattalata. (2018). Evaluasi Kinerja : Penilaian Kinerja Atas Dasar. Prestasi Kerja
Berorientasi Kedepan. Celebes Media.

Samsudin, S. H. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia. CV. Pustaka Setia.

Sudaryo, Y. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia, Kompensasi Tidak Langsung dan Lingkungan
Kerja Fisik. CV. Andi Offset.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Sunyoto, D. (2015). Penelitian Sumber Daya Manusia. Buku Seru.

Sutrisno, E. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia. Kencana Prenada Media Group.

2025 | Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis/ Vol 5 No 1, 59-76 75


http://dx.doi.org/10.35940/ijrte.C1213.1083S219
https://doi.org/https:/doi.org/10.35912/simo.v4i1.1779
https://doi.org/https:/doi.org/10.35912/simo.v4i1.1729
https://doi.org/10.61194/ijjm.v5i3.1235
https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.119
https://doi.org/https:/doi.org/10.3390/JOITMC6030064
https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no8.577
https://doi.org/https:/doi.org/10.35912/simo.v4i1.1728
https://doi.org/https:/doi.org/10.35912/simo.v1i1.61

Uno, H. B., & Lamatenggo, N. (2012). Teori Kinerja Dan Pengukurannya. PT. Bumi Aksara.

Wibowo. (2012). Manajemen Kinerja (Edisi Keti). PT. Raja Grafindo Persada.

Wicaksono, . S. (2019). Pengaruh Kompensasi Dan Fleksibilitas Kerja Driver Gojek Terhadap Kinerja
Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening. Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta. Jurnal Penelitian.

Wirawan. (2015). Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia (Teori, Aplikasi, dan. Penelitian). Salemba
Empat.

76 2025 | Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis/ Vol 5 No 1, 59-76



